





A. Tinjaun Umum Pewarisan Dan Hak Waris Bagi Anak 
1. Pengertian Hukum Waris 
Hukum waris adalah kumpulan aturan hukum mengenai 
kekayaan yang timbul dari kematian seseorang, yaitu prpindahan 
kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan akibat dari pengalihan 
tersebut kepada mereka yng telah memperolehnya, baik dalam 
hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan 
antara mereka dengan pihak ketiga.  
Di dalam KUH Perdata tidak ada Pasal tertentu yang 
memberikan definisi mengenai Hukum Waris. Kita hnya dapat 
memahami sebagaimana dikatakan secara singkat bahwa pewarisan 
hanya berlangsung karena kematian, maka pngertian Hukum Waris 
yang kita dapat ambil dari KUH Perdata yaitu tanpa adanya seseorang 
yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak terjadi 
masalah pewarisan. 
Adapun mengenai waris diatur didalam buku kedua yang 
pertama tama disebut di dalam Pasal 830 KUH Perdata yakni: 
“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jelasnya, menurut 
Pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang 




tersebut ialah jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan 
kewajibannya beralih/ berpindah kepada ahli warisnya.1 
Karena tidak ada pasal di dlam Kitab Undang-Undang Hukm 
Perdata yng secara jelas menggambarkan dfinisi dari Hukum Waris, 
selanjutnya terdapat beberapa definisi Hukum Waris yang diberikan 
oleh beberapa ahli hukum, penulis dan peraturan perundang-undangan, 
yaitu :  
1. Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia): ”Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal 
apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajibankewajiban 
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan 
beralih kepada orang yang masih hidup.”2 
2. Effendi Perangin: “Hukum Waris adalah hukum yang mengatur 
tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang 
meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.”3 
3. Prof. Subekti, S.H.: “Mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban 
seseorang yang meninggal.”4 
Terdapat banyak pengertian Hukum Waris yang diberikan oleh 
beberapa sarjana. Ada yang memberi pngertian hukum waris adalah 
suatu kaedah hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan 
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seseorang setelah yang bersangkutan mninggal dunia dan siapa saja 
yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan/kekayaan tersebut.5 
Hukum waris menurut KUH Perdata adalah aturan hukum yang 
mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaanya itu, 
merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban. Secara istilah warisan 
adalah segala sesuatu (harta) peninggalan yang di tinggalkan pewaris 
kepada ahli waris. Warisan tersebut merupakan sejumlah harta 
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang mninggal dunia berupa 
aktiva dan pasiva. 
2. Hak Waris Bagi Anak 
Peraturan-perundang-undangan yang terdapat di KUH Perdata 
yang sudah menentukan keluarga yang mempunyai hak sebagai orang 
yang berhak menerima waris, dan takaran proses membagikan harta 
warisan. Hasil membagin hrta warisan.yang didapat  anak yng 
dilahirkan di luar perkawinan antra lain sbagai berikt:6 
a. 1/3 dri anak yang sah, kalau ank yang dilahirkan di luar 
perkawinan sebagai ahli waris beserta ank  sah dan janda atau duda 
adapun berumur paling lama. 
b. 1/2 hukum ank, kalau ank yang telah lahir di luar perkawinan 
sebagai ahli waris beserta ahli wars kelompok kedua dan ketiga. 
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B. Tinjaun Umum Tentang Perkawinan Dan Anak Luar Kawin 
1. Perkawinn Menurt Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19741 
a) Definisi Perkawinan  
Perkawinan ialah cara mengikat lahir bathin diantara seorng 
pria dan seorang wanita sepatutnya suami dan istri dengan 
memperoleh tujuan mendirikan keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Demikian isi dari sesuatu yang sudah ditentukan di dalam Pasal 1 
Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan mempunyai pertimbangan bahwa sama 
dengan falsafah Pancasila pada cita-cita untuk penyempurnaan 
hukum nasional, sangat penting dengan adany Undang-undang 
tentang Perkawinan yang saat ini sedang berlaku bagi semua warga 
Negara Indonesia.7 
Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang 
tercantum dalam pasal 1 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 
1974, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut 
hukum Islam dan menurut undang-undang tidak terdpat perbedaan 
prinsipal.  
b) Syarat-Syarat Perkawinan 
Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan 
bahwa tujuan sebuah perkawinan ialah mendirikan keluarga 
                                                             




(rumah tngga) yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Untuk itu agar menciptakan tujuan sebuah perkawinan 
menurut UU No. 1 Tahun 1974, harusnya dapat mencukupi tujuan 
sebuah perkawinan tersebut. Setiap warga Negara Indonesia yang 
akan menikah harus memenhi bbrapa syarat dan tatanan yang ada 
di dalam UU No. 1 Tahun 1974.  
Syarat-sayrat agar dapat melaksanakan sebuah perkawinan 
yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 6 ialah 
sebagai berikut :  
1. Adanya persetujuan dari kedua mempelai 
2. Izin masing-masing orng tua mempelai atau pengadilan 
jika belum berumur 211tahun 
3. Pria sudah berumur 19 tahun dan permpuan berumur 16 
tahun 
4. Sedang tidak terikat denganaasuatu perkawinn 
5. Tidak melakukanaaperkawianan atau sebuah perceraian 
dengan kedua kalinya dengn pasanganasuami istri yang 
sama 
2. Anak Luar Kawin 
a) Definisi Anak Luar Kawin 
Anak Luar Kawin ialah ank yang lahir dari  perempuann 
yang tidk mempunyai hubungan  pernikahan yang sah dengn laki-laki 




seperti anak normal. Pasal yang mengatur mengenai anak luar nikah 
terdapat di dalam pasal Undang-Undang Nomor 12Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinn hanya 
memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluraga ibunya saja.  
Dalam menangani permasalahan perihal status anak masih 
diperlukan referensi yang diatur di dalam KUH Perdata, karena 
gambaran jenis anak yang lahir diluar perkawinan  sangat luas dari 
pada Undang-Undang Nomor11 Tahun 19744tentang Perkawinan. 
Namun, harus diingat bahwa KUH Perdata didasarkan pada hukum 
masyarakat Barat.8 
Menurut Hukum Perdata, anak di luar perkawinan dikenal 
dengan istilah natuurlijke kind (anak alam). Anak luar kawin itu dapat 
diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut di dalam 
KUH Perdata, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, 
belum terjadi suatu hubungan antara-anak-dengan-orang tuanya. Baru 
setelah adanya pengakuan, terbitlah suatu pertalian kekeluargaan 
dengan segala akibat-akibatnya (hak mewaris) antara anak dengan 
orang tua yang mengakuinya, demikian menurut Surbekti. Jadi, anak 
yang lahir diluar nikah  berstatus ank yang mempunyai pengakuan  
atau istilah hukmnya ialah natuurlijke kind. 9  
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Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan hanya anak 
yang lahir di luar nikah yang memperoleh menjadi ahli waris ayah 
kandungnya dengan syarat ayah kandung telah mengakui anak di luar 
nikah sebagai ayah kandungnya, yang mana bukan hanya pengakuan. 
dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis di akta 
kelahiran anak, akta nikah ibu dan ayah anak di depan Pejabat Catatan 
Sipil atau juga dengan akta otentik tersendiri (akte notaris). 
b) Hasil Penelitian Terdahulu tentang Anak Luar Kawin 
  Pada bagian ini peneliti membuat daftar hasil penilitian 
sebelumnya terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian 
dilanjutkan membuat ringkasan baik dalam bentuk review, skripsi, 
disertasi dan sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan 
dapat dilihat jelas tingkat kreativitas dan posisi penelitian. Penilitian 
tersebut meliputi : 
a. Penilitian Rokhmadi yang berjudul ‘’status anak di luar 
perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010”. Hasil peneliti tersebut adalah setelah 
keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-
VIII/2010 ter tanggal 172Februari 20122 perihal anak yang 
lahir di diluar perkawinan memperoleh sebuah pengakuan 
hukum perdata terhadap bapak biologisnya, dan dalam 
diktumnya meninjau kembali ketentuan pasal 43 ayat (1) 




menjdi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.  
  Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mendapatkan beberapa perubahan yang sangat signifikan 
terutama Pasal 43 ayat (1) karena Undang-Undang Perkawinan 
belum diubah sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. 
Padahal putusan MK merupakan putusan final terkait pengujian 
materi UUP, khususnya Pasal 43 ayat (1). Oleh karena itu, 
putusan Mahkamah Konstitusi ini sedang berlaku sebgai 
undang-undang sehngga substansi tersebut bersifat umum, 
bukan individual, dan tidak bersifat kasuitis. Putusan MK 
menimbulkan sebuah norma hukum yang sedang brlaku bagi 
seluruh warga negara Indonesia mengenai hubungan hukum 
antara anak dengan kedua orang tua dan segala akibatnya, baik 
anak tersbut yang lahir dalm ikatan perkawinn maupuniydi luar 
pernikahan yang sah.10  
 Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah anak luar 
kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 
                                                             




keluarganya serta laki-laki sebagai ayah dan keluarganya yang 
mana itu dapat dibuktikan.dengan.teknologi dan ilmu 
pengetahuan atau bukti lain menurut hukum yang mempunyai 
hubungan darah. Oleh karena itu, putusan MK ini berlaku 
sebagai undang-undang dan menjadi norma hukum yang 
berlaku di seluruh warga Negara Indonesia tentang hubungan 
hukum anak dengan kedua orang tuanya, khususnya anak yang 
dilahirkan dalam ikatan perkawinan maupun diluaar 
perkawinan. 
b. Peniliti yang bernama Mulyadi yang berjudul “Kududukan 
Hukum Anak Luar Kawin yang diakui”. Hasil penelitian 
tersebut adalah Anak di luar nikah, yaitu anak yang lahir di luar 
nikah atau anak yang lahir di mana ibu yang melahirkan anak 
tersebut tidak dalam keadaan kawin, jika anak yang lahir di luar 
nikah dapat menjadi anak yang sah, ia dapt berstatus sebagai 
seorang anak yang memiliki ibu dan ayah seperti anak-anak. 
anak yang sah yaitu memiliki ibu dan ayah seperti anak pada 
umumnya, oleh karena itu permohonan pengakuan anak di luar 
nikah harus diajukan ke Pengadilan Negeri.11  
  Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang 
maka hukumnya adalah sah. Sedangkan anak di luar nikah atau 
                                                             




anak yang lahir di luar nikah untuk menjadi anak yang sah, 
yaitu memiliki ayah dan ibu seperti pada umumnya, harus 
mengajukan permohonan pengakuan ke Pengadilan Negeri. 
c. Peneliti yang bernama Mohammad Roully Parsaulian Lubis 
yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut 
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasca lahirnya 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
terhadap ibu kandung dan ayah biologis”. Hasil penelitian 
tersebut adalah status anak luar kawin adalah hasil dari 
pernikahan illegal. Mengenai hak sipil, perkembangan, 
pengasuhan, dan penghidupannya, pada dasarnya merupakan 
tanggung jawab ibu kandungnya sebagimana diatur dalam 
Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Ia hanya 
memiliki hubungan sipil dengan ibu kandungnya dan dengan 
kerabatnya. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah mengubah Pasal 43 UU 
perkawinan, disebutkan bahwa anak luar kawin yang dulunya 
memiliki hubungan dengan ibu kandungnya tidak hanya 
memiliki hubungan dengan ibu kandungnya tetapi juga dengan 
ayah kandungnya. Perlindungan hukum dan kepastian hukum 
ini dapat ditempuh dengan mengajukan pengaduan ke 
Pengadilan dan memberikan pembuktian dengan melakukan tes 




prosedur hukum melalui hakim pengadilan yang memerintah 
pembuktian tes DNA.12 
  Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah status 
anak luar kwin merupakan hasil dari pernikahan illegal. 
Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 yang telah mengubah Pasal 43 UU 
perkawinan, menyebutkan bahwa hubungan anak luar kawin 
tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya tetapi 
juga dengan ayah kandungnya. Perlindungan dan kepastian 
hukum ini dapat ditempuh dengan mengajukan ke Pengadilan 
dan memberikan pembuktian dengan melakukan tes DNA oleh 
tim forensik medis. 
C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Tentang Pertimbangan Hakim Dan 
Akibat Hukum  
1. Dasar Tentang Pertimbangan 
a) Pengertian Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting 
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim 
yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung  
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan dapat di pertimbangan hakim 
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harus disikapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Sesungguhnya 
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan akurat, maka 
bahwasanya putusan hakim tersebut yang berasalkan dari sebuah  
putusn akan dibatlkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 
Agung.13 
   Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus 
memuat hal-hal sebagai berikut: 
1) Masalah dan hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak 
terbantahkan. 
2) Adanya analisis yuridis di dalam putusan semua aspek 
mengenai semua fakta / hal yang dibuktikan pada saat 
persidangan. 
3) Keberadaan seluruh bagian petitum Penggugat wajib 
dipertimbangkan / diadili satu per satu agar hakim dapat 
menarik sebuah kesimpulan apakah gugatan terbukti atau 
tidak dan apakah gugatan dikabulkan / tidak dalam 
putusan.14 
b) Dasar//Pertimbangan//Hukum 
Dalam pengambilan sebuah putusn pengadilan wajib 
berdasarkan pada teori-teori dan memperdalam persidangan agar 
mendapatkan  putusan yang maksimal dan seimbang pada tatanan 
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teoritis dan praktis. Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkn 
kepastian hukum, hakim sebagai aparat penegak hukum dapat 
membuat tolak ukur dalam mewujudkan kepastian hukum melalui 
putusannya. 
Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 
1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan 
kehakiman yang bebas. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam 
Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan 
penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009, yaitu kekuasaan kehakiman ialah pelaksanaan sebuah 
kekuasaan  kehakiman oleh Negara merdeka untuk memperoleh 
sebuah keadilan dalam menegakkan hukum yang berasaskan  
Pancasila dan Hukum-Undang NegaraiiRepublik Indonesia Tahun 
1945. 
Pertimbangan hukum semacam ini  ialah merupakan inti 
dari putusan hakim yang termasuk dalam analisis, dalil, dan 
pendapat hukum dan kesimpulan hakim yang memeriksa perkara. 
15  Melalui interpretasi hakim berdasarkan keadilan bahwa setiap 
hakim diberi kewenangan (hakim membuat hukum) melalui 
penafsiran hukum berdasarkan keadilan (untuk internet keadilan) 
bukan berdasarkan kepentingan. Hakim itu sendiri (bukan untuk 
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interet sens of the judgement) Interpretasi adalah suatu cara untuk 
memahami makna suatu asas atau aturan hukum, mengaitkan suatu 
fakta hukum dengan rule of law, dan menjamin penerapan atau 
penegakan hukum dapat dilakukan dengan tepat. , secara benar dan 
adil, serta mendamaikan negara hukum dengan perubahan sosial 
sehingga negara hukum tetap aktual dan mampu. memenuhi 
kebutuhan sesuai perubahan masyarakat.16 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan 
keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu 
keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian 
terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum 
yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan 
terhadap peristiwa tersebut.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya 
diperbolehkan untuk merefleksikan yurisprudensi dan pendapat 
para ahli hukum (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan 
tidak hanya berdasarkan yurisprudensi saja, tetapi juga berdasarkan 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 
yaitu: Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, 
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artinya hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mendalami 
sumber hukum lain, melakukan ijtihad, serta mengikuti dan 
memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian akan lahir putusan yang adil yang mengandung kepastian 
hukum dan kemanfaatan. 
c) Fakta_yang_Terungkap_dalam_Persidangan 
Hakim dalam memutus perkara, yang terpenting adalah 
kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang diungkap selama masa 
persidangan. Fakta ialah fakta yang terungkap tentang kasus duduk 
sebenarnya di persidangan. Ada dua fakta dari segi bentuk, yaitu: 
1) Fakta Biasa, ialah fakta belum diuji dengan alat bukti. 
2) Fakta Hukum, ialah fakta yang sudah diuji dengan sebuah alat 
bukti 
Di dalam persidangan, sesudahitumenemukannyfakta akan 
diuji dengan alat bukti (melalui pembuktian), sehingga 
menghasilkan fakta hukum, dan berdasarkan itu hakim 
menganggap hukumnya sesuai doktrin, yurisprudensi, kemudian 
dapat menetapkan sebuah peraturan mana yang akan ditetapkan. 
Dalam penerapan suatu undang-undang, hakim wajib berhati-hati 
atas menentukan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, 
adapun prosedur penulisanny. 
Hakim dapat memberi putusannya wajib benar-benar 




persidangan itu berlangsung, dimulai dari gugatannya, jawaban 
(konvensi), adanya konvensi, duplik, replika, duplikasi dan 
reduplikasi, kesimpulan yang terkait dengan bukti yang memenuhi 
persyaratan. formal dan materiil yang mencapai batasnya minimal 
pembuktian yang nantiny akan dimasukkan ke dalam putusan. 
d) Putusan_Hakim 
   Putusan hakim ialah sebuah pernyataan hakim di hadapan 
sidang yang dari awal sudah dipertimbangksn, oleh karena itu 
keterangan hakim di luar sidang tidak dianggap sebagai putusan, 
meskipun dianggap sebagai sebuah pendapat ahli. 
Sudikno Mertokusumo, menyatakan berdasarkan sebuah 
putusan itu memiliki 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu kekuatan 
ikatn, kekuatan pembktian, dan kekuatan tutrial.17  
Merujuk beberapa persyaratan sebuah putusan hakim di 
atas, pendapat Mahfud MD ialah Ketua Mahkamah Konstitusi, 
karena keterangannya berada di luar pengadilan, bahwa pendapat 
Mahfud MD dianggap tidak mengikat, itulah yang dimaksud 
dengan ungkapan anak di luar. Perkawinan bukanlah anak 
perzinahan, tapi anak perkawinan. siri, agar hubungan perdata yang 
diberikan terhadap anak di luar nikah tidak bertentangan dengn 
garis keturunan, warisn dan wali nikah. 
2. Akibat_Hukum 
                                                             





Akibat hukum ialah akibat atas suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh subjek hukum. Akibat hukum ini adalah akibat dari suatu 
tindakan yang telah dilakukan, untuk mendapatkan suatu akibat yang 
diinginkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksudkan ini ialah 
akibat yang telah diatur oleh suatu undang-undang, sedangkan 
perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum ialah suatu  
perbuatan yang sesuai dengan hukum yang sedang berlaku.18  
Akibat hukum ialah akibat yang diakibtkan oleh suatu peristiwa 
hukum, yaitu sebgai berikut : 
1) Lahir, perubahan atau hilangnya situasi hukum. Misalnya, 
konsekuensi hukum dapat berubah dari tidak kompeten secara 
hukum menjadi kompeten secara hukum ketika seseorang berusia 
21 tahun.  
2) Kelahiran, perubahan atau hilangnya hubungan hukum antara dua 
atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak 
bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. 
3) Pemberian sanksi jika dilakukan tindakan melawan hukum.19  
Akibat&hukum&adalah_peristiwa_yang_timbul karena suatu 
sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan&&oleh__subjek--hukum, baik 
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perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak 
tepat dengan hukum. 
D. Berbagai Peraturan Tentang Anak Hasil Perkawinan Dan Anak Luar 
Kawin (Mulai Undang-Undang Sampai Dengan Peraturan Paling 
Bawah/Rendah Termasuk Putusan MK, Dsb) 
1. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
Mengatur bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
 Mengatur bahwa, hubungan.anak dengan bapak tidak semata-
mata karena hubungan.perdata antara anak dan dengan.ayahnya.    
3. Pasal 280 KUH Perdata  
  Menentukan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan 
perdata dengan bapak dan ibunya apabila bapak dan melakukan 
perbuatan hukum pengakuan. 
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/201000 
Padahal Pasal 4322ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
197455tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ketentuan tersebut bertentangan 




perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut undang-
undang ternyata ada hubungan darah dengan ayahnya. 
Ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya”. Tidak memiliki hukum yang mengikat selama 
diartikan sebagai melenyapkan hubungan perdata dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / 
atau bukti lain menurut hukum ternyata ini memiliki hubungan darah 
dengan bapaknya, sehingga bahwa ayat tersebut harus dimaknai 
sebagai berikut :20 
 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
Beralaskan putusan di atas, dapat dilihat tidak ada penyebutan 
putusan ini yang menghilangkan atau mengganti ketentuan Pasal 
4311ayat (1) Undang-Undang Nomor 111Tahun 197444tentang 
Perkawinan, tetapi  mengganti makna mengenai ketetapan pasal 
tersebut, sejauh mencukupi hal-hal uang menjadi syarat (Conditionally 
Unconditionally) ialah sejauh ayat tersebut diartikan menghapusakan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan bersumber 
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dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang 
berhubungan dengan hukum, terhitung  hubungan perdata oleh 
keluarga  dari ayah. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
